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ARSTRAK

Dalam menjalani proses kehidupan, seorang anak bukan tidak mungkin terlibat
dalam konflik hukum yang menyebabkan dirinva hamus menjalani pidana. Anak
vang lelah melakukas tindak pidana dan berdasarkan putusan dari pengadilan
dapat dididik dan ditempatkan di Lembapa Pemasyarakatan Anak. Anak Pidana
mempunyai  hak-hak  termasuk  hak  untek  mendapatkan  pendidikan  dan
pengajaran., Berdasarkan hal tersebut maka vang menjadi permasalahan adalah
{ 1) Bagimanakah Proses Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lapas
Anak Elas 11 B Tanjung Pati ; (2} Apakah Manfaat Pelaksanaan Hak Pendidikan;
{3) Apakzh TFaktor Penghambat Terlaksananva Hak Pendidikan Bagi Anak
Pidana; dan {4) Upaya Yang Sudah Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan
Terlaksanasnya Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lapas Anak Elas 11 B
Tanjung I*ati. Dalam penclitian ini, pendekatan masalah vang dilakukan melalui
pendeketan yuridis sosiologis. Dari hasil pepelitian terungkop bahwa @ (1)
Pelaksanaan hak pendidikan bapgi anak pideana hanys terbatas pada pendidikan non
formal. Sedangkan pendidikan formal belum ada sama sekali. Pendidikah non
formal yang telsh diselenggarakon aleh Pihak Lapas Anak Klas IT B Tanjung Pan
meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan
ketcrampilan dan pefatihan kega, Sedangkan pendidikan kesetaraan belum ada
diselengparakan. Dalam menyelengearakan pendidiken ini Pibak Lapas Anak
menjalin kerjasame dengan Instansi-instansi terkair, Swasta, Oreanisasi, dan
Lembaga Swadava Masyarakat, (2) Manfaat dari Pelaksamaon Hak Pendidikan
Bapi Anak Pidapa adalah bertambahnya ilinu pengefahuan, tidak cepat bosan,
dapat menvalurkan hobi, meningkatkan keimanan, terlatih kesabaran, lebih
disiplin, dan terampil; (3) Faktor Penphambat Terlaksananya Hak Pendidikan
Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyvarakatan Anak adalab Guru masth kerang,
Anak-anak belum sepenuhnya fokus kepada program pendidikan, Anak pidana
tidok memikirkan masa depannya, Kemauwan sebapian besar anak pidana kurang,
Bahan bacaan masih minim, Ketika bebas para ansk pidana ada vang belum tuntas
menjaloni  pendidikan, dan Angparan Pendanaan untok menvelenpgarakan
pendidikan formal dan kesetaraan fidak ada; (4) Upaya Yang Sudah Dilakukan
Untuk Mengatasi Hambatan Terlaksananya Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di
Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah Melakukan lobi kepada Depamemen
Pendidikan Masional Kabupaten Lima Pulub Kot untuk mengirimkan purunya,
Berupaya membuat anak fokus kepada pendidikan yang dijalaninyva, Memberikan
Pemazheman kepada anak pidona bahwa masa depan itw penting, Memberikan
motivasi bagi anak pidana uatek mengikutl program pendidikan, Mengejak para
tamu yang berkunjunyg ke Lapas Anak Tanjung Pati untuk menyumbangkan bukuo-
buku, Mendata Anak Pidana vang akan bebas dan meénombab  program
pendidikannya, dan Melakukan lobi-lobi untuk menggalang dana atau bantuan.
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BABI

PENDATULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merepakan salah satu hak asasi manusia yang melekal pada
diri setiap warga dari suatu negara. Manya saja pada rexim onde baro orang
menpenal hok-hak asasi v sebatas masalah hak sipil dan politik saje. Sejak
tumbangnyva  kekuasaan Socharto maka muolailah orang melihat - masalah
pendidikan  sebapal bagian dar persoalan HAM  vang harus  diselesaikan,
Rumusan pendidikan sebapai bapgian dari HAM i terlihat jelas pada Pasal 26
Deklarast Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) vang menyalakon :
“Hetiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya
pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib,
Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secarn umum dan pendidikan wang
lebily tinggi harus sama-sama dopat dimasuki semua orang  berdasarkan
Eemampuan’.

Bunyi Pasal 26 DUHAM tersebut sejalan dengan twjuan penvelenggaraan
Mepara veitu saloh sotunva adalsh untuk mencerdsskan kehidupsn banpsa.
Tujuan tersebul secara rinci dirumuoskon dalom Pasal 31 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tabun 1945 vang menyatakan .

| Setiap warga negars berhak mendapat pendidikan,
2.5etiap warga negara wajib mengikuti peadidiken dasar dan Pemerintah
wajibh  membiayainya,

" Likat Pembukaan Undang-Undang  Dasar Mepdry Republik [ndonesia Tabun 7943
Alinen Keempal,



3. Pemerinloh mengusehakan dan menvelenggarakan satu sisiem pendidikan
nasional. dalam rangka mescerdaskan kehidupan bangsayvang diatur dengan
undang-undang.

d.MNegara memprioritaskan anpgaran pendidikan sekuranp-Yurangnya 20%
dari Anggaran Pendapaten doan Belanja Negara serta dari Angparan
Pendapatan dan Belanja  Daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyeleneaaraan pendidikan nasional.

5.Pendidikan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban
serla kesejahleraan umat manusia,

Hak atas pendidikan sebagai bagian dari golongan hak sosial, ckonomi dan
budaya secara khusus distur delam Konvensi Internasional Hak Sesial, Ekonomi
dan Budaya, Menurut Pasal 13 Konvensi Internasional Hak Sosial, Ekonomi dan
Budaya adalsh “hsk atas pendidikan mencakup hak atss pendidikan pada
tingkatan sekolsh daser, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi®, Hakekat
dari hak atas pendidiken pada tingkat pendidikan daser ditegaskan dalam
kohvenan ini. Anlara lain yang ditckankan adalah kondisi-kondisi yang harus
diciptakan {oleh negara) untuk itu, Kendisi-kondisi tersebut antars lain aspek
sistemn pendidikan dan kurikulum, penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi
dalam bidang pendidikan dan pengajaran. kualitas tenapa pendidik dan fasilitas
vang memadai. Agar setisp orang hisa menikmati pendidikan, konvensi ini
menenlukan hahwa pendidikan harus dilaksanakan secara cumas-cumea, setidak-
tiduknys untuk pendidikan dasar,

Pada tingkat pendidikan menengah, pendidikan diselenggarakan untuk
melengkapi pendidikan dasar dengan kondisi svang sama. Sistemnva harus
dibangun merespon kebutuhan dasar masvarakat, harus dengan tetap mengakui

perbedaan nilal sesial budaya di dalarm masyarakat, Pendidikan menengah harus

sudab mencakep di dalamnya pendidikan vang paralel dengan sekolah keahlian



{kejuruan) dan vokasional. pelatiban dan kursus, Pendidikan menengal baik
umum maupun Kejuruan hares disediakan secara pratis bapi semua orang aleh
pemerintzh  dan setisp orang  harus  diberi kesempalan vang sama  untuk
memanfaatken sumber dave vang tersedia.

Pendidikan swasta yang disclenggarakan olel lembapa-lembage non-
pemerintah  berdasarkan pada twjuan wmum pendidikan nasional, Pendidikan
swasta berada di bawah pengawasan pemerinizh dan herus mursh, Sedang
pendidikan tinggi, harus merupakan pendidikan yang mulidimensional, Artinya
di samping bidang pengajaran, pendidikan tinggi juga dibangun dan diarahkan
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah baik teoritis
maupun lapangan {penelitian empirik). Prinsipnya bahwa setiap orang mempunyvai
hak yang sama untuk mengiketi pendidikan dan menikmati hasil-hasilnya pada
semua tingkatan pendidikan tanpa diskriminasi. Henva melalui pendidikanlah
rakyat dapat berpartisipasi dalam kehidupan sesial, politik, ckonomi dan budaya.
Jadi, penyelenggaraan pendidikan pada setiap tinghkat hares disediakan aleh
pemerintah  dengan kondisi vang dapat  dijangkau aleh  seluruh  angeota
masvarakat.

Anak schagai dambaan bagi setiap orangtua dan bagian dari penerasi
bangsa vang memiliki potensi dan penerus cila-cita perjuangan bangsa, Pada
waktu masih  kecil asak-anak cenderung wntuk  berbuat makal. misalnya
penvalahgunaan narkoba mencurd, dan berbohong scbagai akibat dari pengarub
lingkungannya, Denpgan adanya perkembangan dunia kearah modemisasi dan

tumtutan Leadaan ekonomi maka tidzk sedikit orangtua torut dalam semua perak



Kemajuan masyarakat. Akibatnya dalam mencari nafkah para crang a kerap kali
meninggulkan rumah tangga, Dengan seringmya meningealkan rumah anges
akibatnya anak-anak kurang mesdapatkan asuhan, bimbingan, pengawasan dan
juga kasih sayang yang justru masih mercka bumhkan, Anak vang kurang
mendapatkan perhatian kasih sayang dari orangtuanya akan merasa tidak aman,
tidak bahagia dan banyak dipenuhi konflik bathin serta mengalami kekecewaan
vang torus menerus sehingpa menjadi agresif, Kemarahan, kekecewasn serta
dendam akan dilampiaskannya kedulam bentuk perbuatan fisik seperti lari dari
rumah, membelos, membuat Keributan bahkan melakukan tindakan yang dapat
diklasifikasikan sebapai tindak pidana sebapaimana vang tercantum dalam Buku
Il KUHFP {Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang Kejahatan, Misalnya
ansk melakukan pencurian dan ini diatur dalam Pazal 362 KUHP. Hal ini dapat
memaksa anak tersebut untuk berhadapan dengan para pencgak hukum,

Anak merupakan putra kehidupan dan masa depan banpsa den Nepara,
Oleh karena it anak memerlukan pembinasn, bimbingan khusus apar dapat
herkembang fisik, mental dan spiritwalnys sccara maksimal. Dalam menjalani
proses kehidupannya bukan tidak mungkin scorang anak terlibat dalam konflik
hukum yang menyebabkan dicinya harus menjalani pidana. Sungesh merupakan
suatu hal vang sangat berat jika melihat anak vang seharusnva dapat bemmain
secara bebas harus dirampas kemerdekaannya untuk menjalani hukuman di
Lembaga Pemasyvarakatan Anak,

Pada Pespelasan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ensang

Pemasyarakatan bagian umum dinyatakan babiwa ;



Lembaga [Pemasvarakatan  sehagai  wjung  tombak  pelaksanaon  asas
penpayaman merupeken tempat untuk mencapai tujean tersebul diatas melalui
pendidiken, reliabilitass, dan remtegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga
Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugss Pemasyarakatan vang
melaksanskan  tugas  pembingan  dan pengamanan Warpa  Binaan
Pemasyarakatan  dalam  Undanpg-Tindang  ini ditctapkan schagai  Pejabat
Fungsional Penegak Hukom,

Anak vang telah melakukan tindak pidana dan berdasarkan pulusan dari
pengadilan dapat dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasvarakalan Anak atau
atas permintaan dari orangtuanya atau walinya vang telah memperoleh penctapan
dern penpadilan untuk  dididik di Lembage  Pemasyarakaten  Anak  apgar
mendapatkan  pembinaan dan  bimbingan, pendidikan  serta keterampilan,
Diharapkan anak itw dapat menjadi manusia yang seutubnye, menyadar
kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana sehingpa dapat diterima
kembali aleh linghungan masvarakat.

Pemidanasn anak sccara hukum tidak menghilangkan hak-hak vang
bersanghkutan sebapai anak maupun hak-hak sipil ansk sebagai warga Negara,
Berbeda halnya dengan orsng dewasa yang jika dipidana akan menghilangkan hak
sipil yang ada dalam dirinya, Misalnya hak watuk dipilih. Seorang terpidana tidak
dapat dipilih oleh rakwvat.

Anzk Pidanz mempunyai hak-hak termasuk hak pengurangan masa
hukuman (remisi), hak mendapatkan kesempalan berasimilasi, hak wntuk

mendapatkan pendidikan dan pemgajaran serta hask-hak Jainnya.” Anak Pidana

vaitu “anak vang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga

= Hakshak anek pidons tersebot dinwr dalom Undang-Undang Mo, 12 Fabum 1993 wentng
Pemasyarakatan dalam pasal 22 avar |



Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 {delapan belas) tahun™,’
Lembaga Pemasyarakatan Anak adalsh “wnic pelaksana pemasyarakatan -
menampung, merawat, dan membing anak negara™

sementara ftu, Presiden Susile Bambang Yudhowvono memintz para
pejabat negara dan pejabal pemerintah daerah terus melakukan pembinsan dan
memberi hak pendidikan, penpasuhan, serta kesehatan anak demi masa depan
generasi di masa datang. Hal it divngkapkan oleh Presiden pada acara puncak
peringatan Hari Anak Masional 2007, vang dipusatkan di Aula Rama Sinta,
Taman Impian Jaya Ancel, Jakama, Mingeu (22/7), "Pemberian pendidikan,
pettibinaan, dan hak pengasehan termasuk pemenuhan anggaran yang dibutuhkan
merupakan kewajiban semua pihak, bukan saja pemerinieh posat, tapi juea
pemda." kata Presiden. Menpora Adwaksa Dault, vang juge Ketua Panitia
Peringatan Harl Anak MWasional 2007, menpatakan, periode anak-anak adalah
"masa emes” dalam pertumbuhan perjalanan manusia sebagai penghubung antara
dunia saat ini dan masa datang.” Itu schabnya negara wejib memberi hak-hak atas
kehidupan yang layak bagi anak Indonesia" katanya, "Kehidupan penub
kegembiraan, kasih savang, kecerisan, terhindar dar sepala kekerasan dan
diskriminasi."’
Di Jayapura, Irian Jaya (Irja). Gubernur Irjs dalam sambutan vang

dihacakan Wakil Gubernur Irja drh.Constant Karma, pada pembukaan "Semiloka

Konvensi Hak-hak Ansk” kemarin, menpgataksn, program pembangunan di

! F*"i*‘l P butir # ayal a Undang-Undang Momor 12 ahun F995 entang Pemnsyarakatan,
Y Repeiusan Menteri Fehakiman Ne 02 PROS03 whon 1999 tentang Pembentukan
Balai F-:rllml:nan-' 10 |:'L|'|'|J~\.'- JI..1L'|l 11 La.l Iim |‘|_|1 l._._r1.|_* I"n_ |1'| |-;'-. ma!-_dun
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Indonesia umumnya dan di Irja khususnva, sangat mengabaikan hok-hak ana.
Pemahaman masyvarakat terhadap hak-hak anak pun masih sangat rendah dan o
sering dijadikan sebapar obyek. Saat ing, tuturnya, perhatian terhadap anak-anak
sangat kurang. Berbagai program pembangensn masth mengabaikan hidange
pendidikan anak-snok usia dini. D1 berbagai doerah, lermasuk di Inje, pendidikan
taman kanak-kanak belum merata. "Padahal, Indonesia sudah meratifikasi
Konvensi mengenai Hak-hak Anak denpan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun
19940 tanggal 25 Agustus 19940, Dan konvensi ite mulai berlaku 5 Oktober 1990,°
tambahnya, Bagi negara yang meratifikasi atan menyatakan keikutseriaan dalam
konvensi hak gnak, papar Gubermnur lagi, ada kewajiban untuk mentaati konvensi
terkait, "Akan etapi, vang terjadi saal ini, sangat banyak anak ditelantarkan, lnpa
perhatian darl pemerintah, orangtua, dan lingkunpan masyverakal” uvcapnya.
Program-progam  pembangunan vang  disusun, menurot Gubermnur,  belum
mengakomedasi  kebutwhen  dasar anak. Pemerintah  masih  berpihak  pada
pembangunan fisik. Kalau pun ada perhatian terhadap anak-anak, iu diberikan
melalui pendidikan yang masih terhatas.”

Dr.Seto Mulyadi selaku Ketva Umuom  Komisi Masional  (Komnas)
Perlindungan Anak menambahkan, di Indonesia anak-anak dalam usia vang masih
sangat belia sudah harus menanpeong beban begite berat, baik fisik maonpun
mental. Ini sangat menghambat proses tumbuh kembang secara optimal. i antara
mereka adalah anak-anak vang saat ini kurang mendapat perhatian atau

pengawasan dari orangtua atau bahkan hidup tanpa keluarga sama sekali. Mereka

" gt 2 keanpas corkarmpasscelak 0 T EOr TEITE T b (diskses pada anggal
28 Chktaber Z00E).
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itu, papar Seto, hidup di jalanan, tidur di passr, di emperan toko, atav di stasiun
kereta api secara mengpelandang, dengan mengais rezeki melalui akiivii
kehidupan di sekitamys. Kekerasan hidup vang harus mereka jalani, lanjutoye,
kadang-kadang terpaksa menyerct mercka unmek melakuekan berbagai tindakan
kriminal, sehingpa pada vsia vang amat dini, mercka sudah berurusan dengan
aparat penegak hukum, Tak jarang merceka harus meringkuk di bui lanps
perlindungan yang wajar, kemudian mendapat perlakuan  setingkat dengan
nirapickana dewasa, krisis ckonomi. demikian Seto, memaksa julaen anak anak dj
kola maupun di desa terjun ikut bekerja guna memperoleh tambahan penghasilan,
Misalnya, sebagai buruh di bidang pertanian dan perikanan di desa, atan sebagai
buruh di pabrik-pabrk dengan kondisi kerja yang sangat mempeihatinkan. Di sisi
lain, papar Seto lagh, anak-anak yang masih lemab dan tak berdaya cukup hanyak
pula yang memperoleh berbagai perlakuan sewenang-wenang dari orang-orang di
sekitamya. "Hanya karcna mercka sebagai anak-anak lalu holeh diperfakukzn apa
saja oleh crang dewasa. Misalnya, dari orangtua kandung, orangtua tiri, peman,
hibi, kakek, nenck, guru, majikan, dan lembaga-lembaga lain," ucap Seto.’
Kesadaran atas pendidikan sebagai hak yang belum muncul di kalangan
masyarakat, tidak hanya berada pada tingkat ‘majikan’ namun jugs keluarga ansk
dan masyarakat sckitar tempat tinggal si anok. Pendidikan sebagai hak lehih
dipandang sebagai suatu isu mengenai HAM vang tidak lekat dengan kehidupan
masyarakat. teratama masyarakat miskin, Kegrena itu dalam pemenuhan hak

pendidikan uauk para pekerja anak, terutama di scktor informal dan industri




rumah tangga. perlu dipikirkan bentuk pendidikan vang sesuai dengan kebutuhao
dan kemampuan para pekerja anak, dengan melihat persoalan schari-hari o
mercka hadapi. Persoalan lemahnys ckonomi keluarga, sehingsa memaksa anak
untuk bekerja menambahi ekonomi keluarga, akan bersentuban dengan hak atas
standar kehidupan yang memadsi (Pasal 23 DUHAM]), dimana kebanyakan
keluarga di Indonesia memiliki penghasilan dibawah 2 dollar per hard. Dan juga
bersentuhan dengan hak atas jaminan sosial dan ekonomi (Pasal 22 DULAM),
dimana seharusnya ekonomi keluarga dan sistem sosial terkecil yaitu keluarpa
dijamin oleh negara.®

Anak-anak memiliki peran sratceis sebagal penerasi penerus cita-cita
perjuangan bangsa, Eksistensi dan kelangsungan bangsa dan negara berada di
tangoan mereka. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut maka
in perlu mendapat kesempatan yang selvas-luasnya untuk berkembang secam
optimal dengan melakukan perlindungan dan perwujudan kesejahteraan anak.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang eelindungan Anak
ditegaskan bahwa Perlindungan Anak adalzh “sceala kegiatan untuk menjarmin
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup. tumbuh, berkembang, dan
herpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serig mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kemudian, pada
Pasal 9 (1) Undang-Undang Nemer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Ansk

divraikan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan penpajaran

" htipevww sekitark i corndenmments, phpPid=637 0 1 0 & (diokses pada tangpal 28

Dkdober 2008),




dalam rangka pengembangan pribadinyva den tingkat kecerdasannya sesuai dengon
minat dan bakatnya.”

Pemerintah  wajib  menyelenggarakan pendidikan  dasar minimal ¢
(sembtlan) tahun untuk semwn spak Mepara, pemerintah, kelusrpa dan orang tua
wajib  memberikan  kesempatan  yang  scluas-luasnya kepada anak  wnluk
memperaleh 1-143ndidi]-:|an.“’7l

Berdasarkan data-dats diatas maka penulis teetarik untuk mendslami lehih
lanjut dengan melakukan penelitizn vang berjudul PELAKSANAAN HAK
PENDIDIKAN BAGT ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
AMAK KLAS 1T B TANITNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

B. Perumusan Masalah

Dari ueaian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah

schamai berikut

1. Bagaimanakah Proses Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di
Lembaga Pemasvarakatan Anak Klas [I B Tanjung Pati Kabupaten Lima
Puluh Kota ?

2. Apakah Manfaat Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembaga
Pemasyarakatan Anak Klas 1 B Tanjung Pati Kabupaten Lima Pulyh Kota 7

Apakah Faktor Penghambat Terlaksananya Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana

il

di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas 11 B Tanjung Pati Kabupaten Lima

Puluh Eota ?

" Przal 4834 Undang-Undong Memor 23 @hen 2002 Lentang Perlindungan Anak.



BAR IV
PENUTUP
A, Kesimpulan

1. Pelaksanaun hek pendidikan bagi anak pidana hanya terbatas pada
pendidiken non formal. Sedangkan pendidikan formal belum ada sama
sekali. Pendidikan non formal vang telah disclenggarakan cleh pilak Lapas
Anak Klas 11 B Tanjung Pati  meliputi pendidiken kecakapan hidup,
pendidikan kepemudaen, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
Sedangkan pendidikan kesetaraan belum ada  diselengparakan. Dalam
menvelenpearakan pendidikan ini Pihak Lapas Anak menjalin ketjasama
denpan Instansi-instansi terkait, Swasta, Organisasi, dan Lembaga Swadays
Masyarakat.

7 Manfaat dari Pelaksansan Hak Pendidikan bagi ansk pidana adalah
Bertambahnya ilmu pengetabuoan, tidak cepat bosan, dapal menyalurkan
hobi, meningkatkan keimanan, terlatih kesabaran, lebih disipling dan
terampil.

3. Faktor Penghambat Terlaksananyva Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di
Lembaga Pemasvarakatan Anak adalah Guru masih kurang, Anak-anak
helum sepenuhnya fokus kepada program pendidikan, Anak pidana tidak
memikirkan masa depannya, Kemauan sebahagian besar anak  pidana
kurang, Bahen baczan masih minim Ketika bebas para anak pidana masih

ada yang belum ntas menjalani pendidikan non formalnya, dan Anggaran
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Pendanaan untuk menyelengparakan pendidikan formal dan pendidikan
kesetaraan tidak ada.

4. Upaya Yang Sudah Dilskukan Untuk Mengatasi Hambatan Terlaksananya
Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembapa Pemasyarskatan Anak
adalah Melakukan lobi kepada Departiemen Pendidikan Nasional Kabupaten
Lima Puluh Kotz untuk mengirimkan purunya, Berupays membual anak
fokus kepads pendidikan yang tengah dijalaninya, Memberikan pemahaman
kepada anak pidana babwa masa depan itu penting, Memberikan motivasi
bagi anak pidana vntuk mengikuti program pendidikan, Mengajak para tamu
vang datang berkunjung ke Lapas  Anak  Tanjung  Pati  untuk
menyumbangkan buku-huku, Mendata anak pidana vang akan bebas dan
menambah  program  pendidikannya, dan  Melakukan  lobi-lobi  untuk
mengealang dana atau bantuan agar pelaksanaan hak pendidikan bagl anak
pidana di Lapas Anak Tanjung Pati begalan sehagaimanz vang diharapkan.

B. Saran

|. Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas I1 B Tanjung Pati Kabupaten Lima
Puluh Kota scpera menpgadakan Pendidiken Kesctarasn dan Pendidikan
Formal agar Anak Pidana dapat memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan
meningkatkan kualitas pendidikan non formal yang telah disclenggarakan.

2. Manfaat dari Pendidikan vang telah diselenggarakan tidak hanya sebatas
itu. Akan tetapt bagaimana anak pidana termotivasi untuk tidak mengulangi
lagi kejahatannya dan sungpub-sungguh untuk berubah kearah yang lebih

haik tanps ada paksaan dari siapapun. Dengan demikian, anak pidana akan
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cepat berimeprasi dengan masyarakal selepas dan Tapas Ansk Klas 1T B
Terjung Pati Kabupalen Lima Puluh Kota,

3, Dengan beragamnyva hambatan untuk melaksanakan hak pendidikan bagi
anak pidana maka Lembaga Pemasvarakatan Anak Klas 11 B Tanjunpg Pati
dituntut kreatifitas dan inisiatifnya entek menvelengearakan pendidikan
dengan memantaatkan fasilitas dan anpearan vang tersedia.

4. Upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas 11 B
Tanjung Pati janganlah berhenti sampai disitv. Pilak Lapas Anak dapat
melibatkan masyarakat sckitar unmuk berperan aktif untuk mendidik anak
pidana, hekerjasama dengan Perusahazn untuk membantu pendidikan anak
pidana.merckrut sukarelawan puru dan psikolog untuk menentukan metode
.p-cndidila:an yang tepat bagi anmak pidana, dan melakukan penambahan
Petugas Pemasyarakatan agar pendidikan berjalan lancar sebagaimana vang

diharapkan.
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